BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama yang berada di garis terdepan dalam
memperhatikan kondisi masyarakat, baik dalam segi politik, hukum, ekonomi
sosial, maupun dalam segi moral. Dengan demikian eksistensi Islam itu akan
berdampak positif terhadap kehidupan seluruh umat manusia, seperti yang

ditegaskan Allah dalam Kalam-Nya :

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.” (QS. 231 ; 107)'

Perhatian Islam yang sangat serius terhadap problematika sosial dalam
masyarakat ini disebabkan oleh pentingnya terwujud sebuah masyarakat yang
kondusif untuk bisa teraplikasikannya syari’at Islam. Apabila masyarakat
belum terkondisi problematika sosialnya, lemah ekonominya, rendah tingkat
intelektualitasnya, rusak moralnya maka akan menjadi kendala bagi
masyarakat dalam beribadah dengan komprehensif.

Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang
melakukan pencurian, menjadi kurir narkoba, berjudi, menjual anak,
kehormatan dan tindakan kriminal lainnya adalah masalah ekonomi. Karena
memungkinkan kelaparan dan kemiskinan dipandang sebagai awal masalah

sosial yang sebenarnya, mungkin karena lapar atau miskin, orang dipandang

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011),
h. 331.
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akan berani membuat kejahatan yang kemudian bisa menyebabkan keresahan
orang banyak.2

Bahkan ekonomi yang lemah dapat menjadi pemicu terjadinya
kekufuran, karena mereka terpengaruh oleh misi yang dilancarkan oleh
sekelompok orang yang menjalankan program pemurtadan (Kristenisasi).
Salah satu metode Kristenisasi yang dilancarkan oleh para misionaris adalah
pelayanan sosial, di mana mereka mendirikan rumah-rumah yatim dan pusat-
pusat rehabilitasi sosial bagi kaum miskin dan gelandangan. Para misionaris
itu telah menjadikan kemiskinan orang Islam sebagai obyek bantuan sosial
dan ekonomi seperti yang terjadi di benua Afrika.’

Kemudian, rendahnya tingkat intelektualitas sekelompok masyarakat
juga menjadi kendala untuk teraplikasinya tatanan kehidupan yang digariskan
oleh Islam, karena kebodohan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit
masyarakat yang merusak tatanan sosial. Kebodohan juga menghambat
perubahan menuju kemajuan budaya dan kejayaan dalam kehidupan.

Fenomena kebodohan yang membawa masyarakat Islam kepada
kesesatan belakangan ini menjadi problematika sosial yang amat serius
berupai faham fanatik terhadap aliran-aliran yang tidak mempunyai dasar yang
jelas dari sumber hukum Islam seperti kasus Syi’ah, Ahmadiyah, LDII,
munculnya nabi palsu dan lain sebagainya. Disamping merusak akidah

pengikutnya, aliran-aliran ini juga memicu permasalahan sosial yang lebih

> Bambang Rodito dan Melia Famiola, Sosial Mapping, Metode Pemetaan Sosial,
(Bandung: Rekayasa Sains, 2008), h. 49.

 Sa’duddin As-Sayyid Shalih, Jaringan Konspirasi Menetang Islam, (Yogyakarta:
Wihdah Pres, 1999), h. 83-84.



parah yaitu perusakan, bentrokan dan penganiayaan yang dilancarkan oleh
pihak masyarakat yang merasa terganggu oleh faham-faham yang melenceng
dari ajaran Islam tetapi tetap mengatasnamakan Islam. Karena pentingnya
penanggulangan kebodohan ini maka Rasulullah SAW., sebagai pembawa
perubahan sangat memperhatikan masalah pendidikan. Banyak hadits beliau
yang bertema penghapusan kebodohan melalui motivasi menuntut ilmu.

Karena pentingnya aspek-aspek tersebut, maka hal tersebut menjadi
bagian dari fokus dakwah Islam yang akan diserukan dengan berbagai metode
yang sesuai. Aspek sosial masyarakat dalam bidang keilmuan dan ekonomi ini
diserukan dengan metode pemberdayaan masyarakat Islam. Dari fenomena
perubahan sosial tersebut dapat difahami bahwa dakwah Rasulullah SAW.
bukan saja disampaikan secara lisan kalam dengan metode ceramah dan
tabligh, tetapi lebih banyak diterapkan dengan lisan hal dengan metode
pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Samsul Munir Amin yang mengkategorikan
dakwah Islam kepada tiga macam:
1) Da’wah bil lisan yaitu dakwah yang dilaksnakan dengan lisan seperti

ceramah, diskusi dan nasihat.
2) Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata di mana aktivitas
dakwah dilakukan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata.

3) Dakwah bil galam, yaitu dakwah melalui tulisan.*

* Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, (Jakarta : Amzah, 2008),
h. 11-12



Menurut Masyhur Amin dalam Samsul Munir Amin dakwah
pemberdayaan masyarakat ini dikategorikan kepada da’wah bilisanil hal yaitu
dakwah melalui proyek-proyek pengembangan masyarakat atau pengabdian
masyarakat, dan dakwah melalui social reconstruction yang bersifat
multidimensional seperti dakwah rasulullah SAW., membangun kembali
masyarakat Arab.’

Problematika sosial yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Islam
khususnya di Indonesia adalah masalah yang komplit dan sistemik. Untuk
memperbaikinya, dakwah dengan metode tradisional berupa ceramah di
mesjid, pengajian dan himbauan tertulis saja tidak cukup, diperlukan metode
yang bersifat aplikatif dan solutif terhadap masalah yang dihadapi dan
melibatkan masyarakat dalam program-program yang dicanangkan. Maka
dakwah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep cemerlang
untuk memparipurnakan kerja dakwah di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ini telah dikembangkan secara tersirat oleh
Rasulullah SAW., dalam fase-fase perubahan sosial baik pada kasus
pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.
Sedangkan di Barat paradigma pemberdayaan masyarakat ini baru mulai
dibincangkan dan dicanangkan pada tahun 90-an. Dalam tinjauan historis
istilah pengembangan masyarakat diadopsi dari bangsa Inggris dimana kantor
pemerintah kolonial Inggris mengeluarkan suatu memoranda yang berisikan

tentang cara untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah koloni

5 Ibid., hal. 13



(bangsa Inggris) yang disebut dengan nama Pengembangan Masyarakat.
Memoranda tersebut berisikan tiga kebijakan yang dikeluarkan pada tahun
1944, yaitu:

1. Peningkatan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

3. Pengembanganinstitusi dan kekuatan politik.°

Adapun istilah pemberdayaan ini dapat disamakan dengan istilah

pengembangan empowerment) atau dapat pula di samakan dengan istilah
pembangunan (development).” Karena memiliki inti prinsip yang sama yaitu
kebijakan itu datang dari bawah wisdom comes from below rather than from
above. Prinsip ini dikembangkan ke dalam tiga model pengorganisasian
masyarakat yaitu:

1. Pengembangan masyarakat lokal,

2. Perencanaan sosial,

3. Aksi sosial.®

Pengembangan masyarakat ini mempunyai tiga karakter yaitu:
1. Community base, berbasis masyarakat dimana masyarakat bertindak

sebagai subjek.

® Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi
Komunitas, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE. UI, 2003), cet. Ke-1, h. 197-198
" Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe’i, Pengembangan Masyarakat Islam dari
Idiologi Sampai Tradisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h.42
Jack Rothman dalam Asep Usman dkk, Pengembangan Komunitas Muslim
(Pengembangan Masyarakat Kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit), (Jakarta: FD UIN
Syarif Hidayatullah 2007), h.49



2. Local resource base, berbasis sumber daya lokal berarti kegiatan
pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sumber daya lokal seperti
pertanian, peternakan, konveksi dll.

3. Sustainable, pembangunan yang berkelanjutan.’

Adapun prinsip dasar dan konsep pemberdayaan menurut Rubin dalam
Sumaryadi, ada 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai
berikut: '’

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan
yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis,
dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh
didistribusikan  kembali dalam bentuk program atau kegiatan
pembangunan lainnya.

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan
pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha
pembangunan fisik.

4. Dalam  implementasinya, usaha pemberdayaan  harus  dapat
memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang

berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.

® Yusra Kilun, Pengembangan Komunitas Muslim, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 52

"I Nyoman Sumaryadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan
Masyarakat, (Jakarta : Citra Utama, 2005), h. 94-96



5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai
penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan
kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Secara filosofis, sebenarnya prinsip dasar pemeberdayaan ini telah
digagas oleh Rasulullah SAW., dimana beliau sendiri senantiasa bersabda:
“Carilah aku di tengah-tengah komunitas fakir”. Suatu pernyataan yag sangat
indah dalam wujud kekinian dikenal dengan istilah “pendampingan.”"!

Di Indonesia aktivitas pemberdayaan masyarakat secara umum
dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang punya antusias
terhadap masalah masyarakat berupa pembenahan struktur sosial yang
mengedepankan keadilan. Pemberdayaan masyarakat juga sebuah proses
pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri
melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Serta memberikan
dana segar dengan arahan dan program yang produktif untuk mengelolanya.
Umat yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan masalah sosial
berupa kemiskinan. Karena di antara penyebab kemiskinan yang bersifat
struktural adalah struktur sosial yang eksploitatif dalam pola hubungan atau
interaksi pada institusi-institusi ekonomi, politik, agama, keluarga, budaya dan
sebagainya. Jadi ada sekelompok kecil menguasai sarana-sarana produksi dan
pengambilan keputusan mengenai kehidupan masyarakat.'>

Kemiskinan merupakan problematika sosial yang komplit yang

memerlukan upaya solutif yang jitu, maka, selain memberdayakan ekonomi

""" Ali Aziz, Rs. Suhartini & A. Halim, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma
Aksi Metodologi, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), h.4
'> M. Dawam Rahardjo, Esai-esai Ekonomi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 196



umat melalui zakat, infaq, sedekah, koperasi, dan pemanfaatan lahan dengan
produktif juga menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat di suatu
daerah. Seperti aksi dakwah bil hal dengan bentuk pemberdayaan masyarakat
dalam penghijauan pesisir pantai yang dicanangkan oleh A. Halim."

Diantara sasaran program dakwah pemberdayaan masyarakat adalah
fakir miskin dan anak yatim dalam bentuk program-program yang menggali
potensi dari objek dakwah tersebut dan program yang melatih kemandirian
hingga mereka tidak terus menjadi konsumtif seperti penyaluran infak dan
sadagah yang tradisional di tengah masyarakat. Lebih dari itu pengelolaan
zakat, infak dan sadagah yang dirancang dalam program pemberdayaan
masyarakat akan membuat objek dakwah menjadi lebih produktif dan
terberdayakan ekonomi mereka. Program-program pemberdayaan masyarakat
melalui zakat, infak dan sadaqah ini telah mulai dilaksanakan oleh beberapa
lembaga Amil Zakat di Indonesia, salah satunya adalah lembaga Amil Zakat
Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang dengan terbuka mensosialisasikan
program pemberdayaan masyarakat dalam mengelola zakat, infak dan sadaqah
yang disalurkan. Hal ini tampak pada visi dan misi yang diusung oleh PKPU
yaitu program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang oleh
PKPU, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam perencanaan.

PKPU adalah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Pos
Keadilan Peduli Umat dengan badan hukum yayasan. PKPU menisbahkan

dirinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial. Lembaga ini berdiri

13 Ali Aziz, Rs. Suhartini , A. Halim, Loc.Cit., h. 153



pada 10 Desember 1999 karena kepedulian terhadap krisis global yang terjadi
khsususnya di Indonesia. PKPU memiliki visi: “Menjadi Lembaga Terpercaya
dalam Membangun Kemandirian.” Sebagai lembaga yang bergerak di bidang
sosial, PKPU merancang program kemandirian masyarakat dalam bentuk
pemberdayaan masyarakat seperti; Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas
(PROSPEK) merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui
kelompok. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini adalah
kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan
nelayan. Masyarakat dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin. KSM kemudian
dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota.

Program Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat merupakan
pendidikan yang berbasis potensi dan kearifan lokal. Dilaksanakan untuk
melengkapi pendidikan formal yang ada sehingga peserta didik diharapkan
memiliki motivasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan
daerahnya.'*

Salah satu cabang PKPU di Sumatera Barat adalah PKPU Bukittinggi,
PKPU Bukittingi termasuk cabang yang intensif dan aktif dalam program
pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat ekonomi atas
dengan hartanya dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan
tenaganya. Kedua belah pihak saling terbantu dengan program tersebut, di

mana kelompok orang kaya dengan aman dan percaya infak dan sadagahnya

'* PKPU, Tentang PKPU, WWW.PKPU.OR.ID, diakses 5 september 2013
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digunakan dengan produktif dan solutif. Sedangkan masyarakat miskin

terbantu memberdayakan potensi dan tenaga dengan dana yang memadai dan

program yang terarah.

Secara  ekplisit program-program PKPU  Bukittinggi  tidak
mengedepankan label dakwah dalam promosi-promosi dan sosialisasinya,
karena dengan mengedepan LSM sosial lebih leluasa masuk ke semua lini dan
diterima di semua lapisan masyarakat."” Sikap ini dapat dipahami karena
makna dakwah selama ini terlalu sempit yaitu hanya berkaitan dengan amar
ma’ruf nahi munkar dengan dengan media ceramah. Namun apabila ditinjau
lebih jauh sebenarnya program-program tersebut merupakan kerja dakwah.
Menurut A. Halim pola pengbdian para akademisi muslim kepada masyarakat
ini biasa dikenal dengan pemberdayaan, yaitu suatu usaha untuk mengangkat
kesejahteraan masyarakat dengan cara pengenalan dan penggunaan segenap
potensi yang telah ada terpendam dalam dirinya.'®

Hal ini dapat dilihat dari program-program PKPU Bukittinggi yang
telah dilaksanakan maupun yang masih dalam bentuk rancangan program,
yaitu:

1. Sekolah Berbasis Komunitas (SBK), program ini adalah pendidikan
alternatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
keterampilan, keahlian dan kewirausahaan yang mengedepankan kearifan
lokal. SBK bertujuan membina angkatan kerja, mengurangi pengangguran

dan membangun kemandirian. Program-program dalam SBK adalah:

'3 Zulfamiadi, Staf PKPU Bukitting, di kantor PKPU Bukittinggi, wawancara langsung,
3 Maret 2012
' Ali Aziz, Rs. Suhartini , A. Halim, Loc.Cit., h. 154
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a. Pelatihan menjahit
b. Pelatihan desain grafis
c. Pelatihan sablon
d. Pelatihan baby sitter
e. Pelatihan membuat tas
f. Pelatihan kerajinan kayu ukir
g. Pelatihan teknisi Handphone

2. Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi (Prospek), program ini
merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui
manajemen kelompok. Anggota masyarakat dibentuk ke dalam Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) dan dibekali dengan pelatihan usaha,
pengelolaan organisasi, serta pembinaan spiritual guna meningkatkan
kapasitas anggota kelompok dalam menjalankan usaha ekonomi."’

Dalam klaimnya yang terpapar dalam visi, PKPU menyatakan bahwa
program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk mengelola dana-dana
infak dan sadagah guna memberdayakan masyarakat yang lemah secara
ekonomi maupun secara sosial.'"® Dalam survei awal penulis menemukan
bahwa persentase kegiatan PKPU yang sesuai dengan visinya tergolong masih
minim, oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang program-
program PKPU Bukittinggi. Apakah program-program tersebut dikategorikan

kepada  pemberdayaan masyarakat atau tidak, bila ditinjau dari teori

7 www. Pkpu.or.id, tanggal akses 25 Januari 2013
"® www. Pkpu.or.id, tanggal akses 25 Januari 2013
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pemberdayaan masyarakat, sehingga layak dikategorikan kepada program

pemberdayaan masyarakat.

B. Batasan Masalah
Dari sekian banyak gejala masalah yang terpantau di lapangan, tidak
mungkin semuanya diteliti sekaligus, karena berbagai keterbatasan.
Berdasarkan pada hal tersebut, penulis perlu membatasi masalah penelitian
pada faktor-faktor/ aspek-aspek yang urgen untuk diteliti. Batasan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk partisipasi PKPU Bukittinggi dalam pemberdayaan
masyarakat?
2. Apakah program pemberdayaan masyarakat PKPU Bukittinggi telah
sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat?
3. Apa saja kendala PKPU Bukittinggi dalam menjalankan program

pemberdayaan masyarakat?

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian adalah:” Bagaimana partisipasi Pos Keadilan Peduli Umat

(PKPU) Bukittinggi ditinjau darierspektif teori pemberdayaan masyarakat™?
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D. Tujuan Penelitian
Peneltian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui bagaimana bentuk partisipasi PKPU Bukittinggi dalam
pemberdayaan masyarakat.
2. Mengukur program-program PKPU Bukittinggi dengan perspektif teori
pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi PKPU

dalam merealisasikan program-program pemberdayaan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister di bidang
dakwah dan pengembangan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapakan menjadi bahan pemikiran dan masukan
bagi pihak terkait yang secara langsung terlibat dalam kegiatan PKPU.
3. Dari segi akademis diharapkan menambah khazanah penelitian di bidang
dakwah dan pemberdayaan masyarakat Islam.
F. Definisi Operasional
Penelitian ini berjudul; “Partisipasi Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)
Bukittinggi dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat.”
Partisipasi : Turut berperan serta dalam suatu kegiatan.19
Makna lebih luas dari partisipasi bukan

hanya sekedar mengambil bagian atau

pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu

' Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 529.
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dalam pengertian tersebut terkandung tiga
gagasan pokok, yaitu keterlibatan mental
dan emosi, dorongan untuk memberikan
sumbangan dan penerimaan tanggung
jawab.?

PKPU . Lembaga swadaya masyarakat yang bernama
Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dengan
badan hukum yayasan.”’

Perspektif : Sudut pandang; pandangan.?

Pemberdayaan Masyarakat : Suatu wusaha yang digambarkan dalam
berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan
menyadarkan masyarakat agar menggunakan
dengan lebih baik semua kemampuan yang
dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun
tenaga serta menggali inisiatif-inisiatif
masyarakat setempat untuk lebih banyak
melakukan kegiatan dan ivestasi guna
mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.”

Maksud penelitian ini adalah peran-serta, sumbangsih dan tanggung

jawab  Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Bukittinggi dalam bentuk

* Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat, (Bandung:
Humaniora, 2011), h.109.

2! www. Pkpu.or.id, tanggal akses 25 Februari 2013

2 Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., h. 864

» Sutrisno Kh dan Mary Johnston, Membina Masyarakat Pembangunan Kasus-kasus
Pengembangan Masyarakat (Surakarta: Yayasan Indonesia Sejatera, 1982), h.12
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program-program yang memuat unsur-unsur pemberdayaan masyarakat
dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik
semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun tenaga
serta menggali inisiatif-inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak
melakukan kegiatan dan ivestasi guna mencapai tingkat hidup yang lebih

tinggi.

G. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan telaah penelitian sebelumnya
yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan saat ini. Pengkajian
terhadap sejumlah penelitian yang telah dilakukan sangat bermanfaat bagi
seorang peneliti karena dapat menambah wawasan, memahami dan
memanfaatkan metode dan landasan teori yang relevan ataupun
mempersiapkan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin
muncul pada penelitian bersangkutan.

Beberapa penelitian dan kajian tentang pemberdayaan masyarakat
yang telah dilaksanakan oleh para peneliti dan akademisi adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Zaki Mubarak™* tentang Evaluasi
pemberdayaan terhadap program PNPM di desa Sastrodirjan. Tujuan dari
penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan
masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan

ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat, dengan sasaran

2 Zaki Mubarak, Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses
Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan
Kabupaten Pekalongan, Tesis tidak diterbitkan, Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota
Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
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penelitian yaitu mengkaji implementasi pengembangan kapasitas masyarakat,
mengkaji sikap dan cara pandang masyarakat tentang pemberdayaan
masyarakat serta mengkaji derajat keberdayaan masyarakat di Desa
Sastrodirjan.

Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitiannya Dbersifat
deduktif dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai
pelaksanaan proses pengembangan kapasitas dalam masyarakat dan mengkaji
derajat keberdayaan masyarakat, sedangkan metode kuantitatif digunakan
untuk mengukur sikap dan cara pandang masyarakat terhadap pemberdayaan
masyarakat yang dilaksanakan dalam komunitasnya. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa
Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan
telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan
pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya.
Temuan yang didapatkan adalah perubahan kesadaran masyarakat tidak
berhubungan dengan usia responden, tingkat pendidikan dan perannya dalam
PNPM, namun memiliki hubungan dengan jenis kelamin, dimana peran dan
keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup optimal dalam
mendukung pembangunan di tingkat komunitas.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada
analisis evaluasi pemberdayan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Sedangkan perbedaannya dari segi subjek, objek, metode dan lokasi
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penelitian. Penelitian Zaki Mubarak menganalisis program PNPM di desa
Sastrodirjan dengan paradigm kauantitatif kualitatif, sedangkan penelitian
penulis analisis program PKPU di Bukittinggi perspektif pemberdayaan
masyarakat dengan paradigma deskriptif kualitatif.

Penelitian  yang  dilakukan oleh  Permanasari,”  berjudul
“Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata dalam Usaha peningkatan
Kesejahteraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah)”. Penelitian
tersebut membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan di Candirejo
sebagai Desa Wisata sejak tahun 2003. Masalah yang dikaji mengenai
dampak sosial dan ekonomi kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi
masyarakat miskin desa terkait ditemukan masih ada penduduk miskin di
desa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat desa Candirejo
mendapatkan dampak ekonomi berupa tambahan pendapatan dari kegiatan
desa wisata dan dampak sosial berupa pengentasan kemiskinan yang dapat
ditunjukkan dengan peningkatan status sosial sosial masyarakat. Hal-hal
yang bisa diacu dari kegiatan penelitian ini adalah studi dampak dari kegiatan
pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Adapun kajian lain yang juga membahas pemberdayaan masyarakat
miskin yang menghimpun partisipasi masyarakat secara utuh adalah kajian

yang dilakukan oleh HeryBudiyanto,” berupa Program Penataan Lingkungan

» Jka Kusuma Permanasari, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata dalam
Usaha Peningkatan Kesejahteraan (Desa CandirejoMagelang Jawa Tengah), Tesis tidak
diterbitkan, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomo UI, 2011

* Hery Budiyanto, Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Jurnal Ilmiah Local Wisdom
Volume: III, Nomor: I, Halaman: 34 - 40, Februari 2011
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Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program ini berupa tatanan
kehidupan dan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri dan
berkelanjutan yang direncanakan, dipasarkan dan dibangun sepenuhnya oleh
partisipasi masyarakat Desa. Dalam program ini terdapat peran “pendamping”
yaitu Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) yang fungsinya bukan
untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan
konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain
menjadi "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga
keputusan yang diambil akan rasional, sesuai dengan potensi, masalah dan
keinginan masyarakat.

Program-program pemberdayaan masyarakat, baik yang telah
dilaksanakan maupun yang baru dirancang, disesuaikan dengan pengetahuan
lokal, kebiasaan lokal dan budaya lokal masyarakat. Kearifan budaya lokal
dalam pembangunan permukiman di pedesaan dalam program PLPBK ini
menjadi penting sebagai upaya untuk mengeliminir kesenjangan budaya
dalam proses membangun. Selain kearifan lokal, potensi lokal juga dijadikan
pertimbangan dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat, seperti
potensi pertanian lahan kering di kabupaten Gunung Kidul dan Boyolali
dalam kajian Tri panadjri,”’ yang mengkaji tentang penguatan modal sosial
dalam pemberdayaan masyarakat pesedasaan dalam mengelola lahan kering.
Dalam penelitiannya ditemukan hasil yang lebih baik dalam pengelolaan

didapatkan ketika modal sosial masyarakat berupa solidaritas, manajemen

" Tri Pranadji, Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No. 2,
Oktober 2006, h. 203-204
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sosial, hubungan jalinan kerja dan gotong royong dikuatkan disbanding
dengan besarnya pemberian bantuan materi tanpa penguatan modal sosial.

Adapun tata nilai penting untuk penguatan modal sosial adalah rasa
malu/ harga diri, empati, kejujuran, amanah, altruism, bervisi ke depan dan
rasional. Sedangkan penggerak kemajuan material adalah kerja keras, rajin
hemat, inovatif dan menghargai prestasi kerja. memberdayakan masyarakat
secara efektif dalam pengelolaan lahan kering di pedesaan ini akan terwujud
apabila antara tata nilai dan penggerak kemajuan material teraplikasi secara
sinergis.

Pemberdayaan masyarakat bagian dari upaya membina masyarakat
dan wujud keseriusan dalam menerapkan solusi problematika-problematika
sosial. Hal ini merupakan bagian dari dakwah Islam, maka dakwah Islam
apliktif adalah pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian yang telah
membawa nama dakwah dalam pemberdayaan masyarakat adalah
pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh Abdi Zulkarnain
Sitepu®® memuat tiga misi utama dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam:
pertama, pemberdayaan bisnis yang lazim pada ukuran-ukuran universal.
Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Syari’ah yang harus menjadi
ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, Penggiatan penggalian dan
pengelolaan Zakat, Infag dan Shodaqoh. Bidang-bidang utama yang menjadi
perhatian pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah: 1). Pemberdayaan

sector informal, 2). Pemberdayaan koperasi dan penanggulangan kemiskinan.

®Abdi Zulkarnain Sitepu, Pemberdayaan Masyarakat Islam MelaluiPemberdayaan
Ekonomi Umat, Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 1 No. 2, Juni 2005.
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Sedangkan kajian yang akan penulis lakukan ini akan melihat potensi
zakat, infaq dan sadagah sebagai media dalam pemberdayaan masyarakat.
Sehingga zakat, infaq dan sadaqah yang selama ini bersifat komsutif menjadi

produktif.

H. Metodologi Penelitian
1. Fokus Penelitian
Fokus peneltian ini adalah pada program-program PKPU
Bukittinggi yang memuat unsur-unsur pemberdayaan masyarakat.
Penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana program-program tersebut
berkotribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Bukittinggi.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan paradigma
kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian akan dideskriptifkan  program-program PKPU yang
dikategorikan kepada program pemberdayaan. Bogdan dan Taylor
menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian akan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan prilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar

dan individu secara holistik.”’

¥ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
1990), h. 4
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3. Sumber Data

Data yang digunakan ada 2 sumber data utama dan data
pendukung. Menurut Jhon Lofland dan Lyn H. Lofland sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.’® Data lain
seperti dokumen, foto dan data tertulis merupakan data tambahan. Sumber
data kata-kata dalam penelitian ini adalah Ketua PKPU Bukittinggi
(Zulfamiadi) ,Sekretaris PKPU Bukittinggi dan Staf Lapangan (Kasman
dan Feri) PKPU Bukittinggi serta obyek sasaran program pemberdayaan
masyarakat.

Data tindakan yang diamati dalam penelitian ini adalah kegiatan-
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat
binaan PKPU Bukittinggi. Sedangkan data tertulis yang diambil dalam
penelitian ini adalah AD/ART PKPU dan Laporan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di PKPU Bukittinggi.

4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.
Menurut Consuelo G. Sevilla, terdapat beberapa cara untuk memperoleh
suatu informasi deskriptif yaitu melalui wawacara pribadi atau melalui
survei surat menyurat, pengamatan dan menggunakan alat-alat atau
instrumen.”’

a. Wawancara

% Jhon Lofland dan Lyn H. Lofland. Analyzing Sosial Settig: A. Guide to Quantitative
Observation and Analys, (Belmont, Cal, Wordsworth Publishing Company, 1984), h. 47

SConsuelo G. Sevilla, et al., Pengantar Metode Penelitian,terj. Alimuddin Tuwu
(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia), hal. 71.
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Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti
dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab
dalam hubungan tatap muka. Dalam wawancara kita tidak hanya bisa
menangkap ide atau pemahaman responden, namun juga perasaan,
pengalaman, emosi dan motif yang  dimilikinya. Wawancara
mendalam merupakan metode yang paling umum digunakan dalam
teknik penelitian kualitatif, dimana pewawancara menanyakan
pertanyaan dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya,
dan kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan tambahan yang
terkait. Pertanyaan pendalaman digunakan untuk mendalami tanggapan
atas pertanyaan, meningkatkan kekayaan dari data yang diperoleh, dan
memberi petunjuk pada yang diwawancarai tentang tingkat tanggapan
yang diinginkan.

Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap beberapa orang
yang terkait dengan penelitian yaitu:

1) Ketua PKPU Bukittinggi sebagai penanggung jawab semua
program.

2) Penanggung jawab program pemberdayaan dan staf lapangan yang
langsung menangani secara teknis program pemberdayaan di
PKPU. Beberapa orang subjek program pemberdayaan yang secara
langsung terlibat dan menjadi sasaran yang melaksanakan program

pemberdayaan.
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3) Untukmelengkapi data penulis juga mewawancarai mantan ketua
PKPU yang mengeksiskan PKPU di bukittinggi.

Adapun tujuan dari melakukan wawancara secara kualitatif
adalah memahami pandangan dan pengalaman dari orang yang
diwawancarai, oleh karena itu maka kita harus mampu menangkap
lebih jauh mengenai apa yang dikatakan, apa yang mereka pikirkan,
bagaimana mereka merasa, apa yang telah mereka lakukan, dan apa
yang mereka ketahui.

. Pengamatan / observation

Teknik observasi merupakan usaha untuk mengumpulkan
kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya serap
pancaindera manusia.Peneliti dengan observasi kualitatif tidak dibatasi
oleh kategori-kategori pengukuran (kuantifikasi) dan tanggapan yang
sudah diperkirakan sebelumnya. Teknik pengumpulan data melalui
observasi ini akan membantu peneliti dalam memahami pola
kehidupan masyarakat di lokasi studi.

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
observasi berperan serta (participant observation) dan observasi non-
partisipan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan observasi
non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas

sehari-hari masyarakat sebagai objek amatan dan bertindak sebagai
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pengamat independen.’ Proses observasi terdiri atas langkah-langkah
(a) persiapan, (b) memasuki lingkungan penelitian, (c) memulai
interaksi, (d) pengamatan dan pencatatan dan (e) menyelesaikan tugas
lapangan.”® Langkah persiapan meliputi penentuan instrumen-
instrumen apa yang akan diamati serta menyiapkan rencana mengenai
point-point khusus yang ingin didapatkan. Tahapan kedua adalah
memasuki lingkungan penelitian, dimana secara sekilas peneliti
melakukan amatan secara keseluruhan objek dan dilanjutkan langkah
ketiga yaitu memulai interaksi, dengan tetap mengedepankan etika atau
kaidah-kaidah atau kebiasan lokal di wilayah studi. Langkah keempat
adalah pengamatan dan pencatatan, dimana peneliti secara aktif
melakukan pengamatan sesuai rencana dalam kerangka analisis dan
selanjutnya hasil amatan tersebut dituangkan dalam bentuk catatan-
catatan yang dibuat oleh peneliti. Tahap terakhir adalah menyelesaikan
tugas lapangan, yaitu mengolah tahap awal data-data yang telah
didapatkan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam
analisis penelitian yang dilakukan. Dalam tahap akhir observasi ini,
dimungkinkan penambahan data apabila data hasil amatan yang telah
dilakukan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, objek yang akan diobservasi adalah
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di PKPU Bukittinggi

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud meliputi kegiatan apa saja yang

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2009), h. 145
33 Gulo, W, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2002), h. 117.



25

telah dilaksanakan pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat.
5. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang dapat dipakai merujuk kepada pendapat
Pattom mengatakan proses mengatur urutan data, megorganisasikannya
dalam suatu pola, kategori dan dan satu uraian dasar.’* Sedangkan menurut
Taylor, Analysis data yang dipakai dalam penelitian ini analisis data
kualitatif. Data yang telah dikumpul diinterpretasikan sesuai dengan
makna-makna yang terkandung dari kata tersebut. Data kualitatif tidak
hanya dipaparkan secara deskriptif akan tetapi dideskripsikan dan diberi
interpretasi atau makna sehingga ditemukan suatu kesimpulan.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang berasal
dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah
ditulis dalam catatan lapangan. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah;
langkah berikutnya adalah reduksi data dengan jalan membuat abstraksi.

Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering
digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui (a)
reduksi data, (b) penyajian data dan (c) menarik kesimpulan/verifikasi.” .
Reduksi data dimaksudkan untuk menata data agar menjadi lebih ringkas,
terstruktur dan sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
Teknik reduksi data ini meliputi tahapan perangkuman data (data

summary), pengkodean (coding), merumuskan tema-tema, pengelompokan

3 Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 103
35 Huberman, A Michael dan Miles, Mattew B, Manajemen Data dan Metode Analisis,
Handbook of Qualitative Research, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2009), h. 591-592
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(clustering) dan penyajian cerita secara tertulis. Penyajian data merupakan
bagian kedua dari tahap analisis, yang terdiri dari langkah-langkah
penyusunan ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, dagram-
diagram, atau matriks dengan teks. Tahap ketiga berupa penarikan
kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna
dari data yang tersaji.

Secara detail proses dan alur penelitian dapat dilihat da bagan alur

kerja dibawah ini:

out put : perspektif teori
pemberdayaan masyarakat
terhadap partisipasi PKPU

dalam memberdayakan

Proses : Adanya lembaga

PKPU sebagai pengelola

potensi infak, zakat dan
sadakah lebih efektif

input : potensi infak, zakat
dan sadakah yang diperoleh
PKPU Bukittinggi

masyarakat
Gambaran PKPU dan literatur tentang karakteristik
program-programnya mengkaji literatur dan indikator pemberdayaan

masyarakat

program-program
pemberdayaan di PKPU
analisis deskriptif kualitatif Bukittinggi. Analisis
karakteristik, tahapan dan
indikator pemberdayaan

wawancara, observasi dan
dokumentasi

analisis kendala dalam
penerapan konsep
pemberdayaan dalam
program ekonomi PKPU
Bukittinggi

SKEMA 1.1
KERANGKA ANALISIS
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Data yang telah dirangkum akan dianalisis dengan beberapa aspek
pemberdayaan masyarakat. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada bagan alur

analisis data berikut ini:

Tahap I

SKEMA PROSES Menyeleksi data yang telah
PENGELOLAAN DATA —>| dikumpulkan dalam tabung data

baik dari  hasil wawancara,
observasi dan studi dokumentasi

v

Tahap II
1. Merekomendasikan data

2. Mengklarifikasi data Tahap IIT

3.Membaca data dengan >
pendekatan deskriptif analitis dan
teori pemberdayaan masyarakat

Deskripsi Data

v

v

Mendiskripsikan data dengan teori
berdasarkan pertanyaan dan tujuan
penelitian dan melakukan
trianggulasi terhadap sumber data
serta teori

SKEMA 1.2
PROSES PENGOLAHAN DATA®

3% Mikes, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Press, 1992), h.20



